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ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka hukum pun
berkembang mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan itu timbul juga masalah-
masalah hukum baru yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Transaksi elektronik adalah
salah satu bentuk kemajuan di bidang teknologi yang turut membawa perubahan yang
besar terhadap hukum dimana hukum digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa
yang timbul. Transaksi elektronik memang membawa kemudahan yang tentunya diikuti
dengan segala permasalahan yang timbul. Seperti yang terjadi dalam salah satu aplikasi
belanja online yang menetapkan prosedur pengembalian barang tidak sesuai dengan yang
telah disepakati sebelumnya. Prosedur tersebut yang akhirnya membawa dampak
kerugian bagi konsumen yang merasa haknya dilanggar. Masalah dalam penelitian ini
adalah ingin mengetahui bagaimana perlindungan konsumen serta upaya hukum apa yang
dapat ditempuh oleh konsumen manakala haknya dilanggar yang ditinjau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa
penetapan prosedur pengembalian barang yang ditetapkan oleh Bukalapak ternyata
melanggar hak-hak konsumen karena ketentuan tersebut tidak terdapat dalam perjanjian
baku elektronik yang telah disepakti. Selain itu dalam prakteknya pihak Bukalapak belum
secara utuh menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Dengan demikan, prosedur
pengembalian barang yang tertuang dalam perjanjian baku elektronik Bukalapak belum
memenuhi standar maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Prosedur Pengembalian Barang Bukalapak, Perlindungan Konsumen
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1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan masyarakat informasi ditandai dengan pemanfaatan internet yang
cenderung semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Hal
ini menempatkan informasi sebagai komoditi ekonomi yang sangat penting dan
menguntungkan. Teknologi informasi mempunyai pengaruh besar dalam
kehidupan masyarakat. Teknologi informasi membawa perekonomian dunia
saat ini pada babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic

atau ekonomi digital.*

Kemajuan teknologi informasi ditandai dengan semakin maraknya kegiatan
perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi.
Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam
melakukan transaksi jual beli, seperti kebiasaan masyarakat sebelumnya
melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, Kini
berubah dengan cara transaksi jual beli secara online. Kegiatan perdagangan
secara online dapat dilakukan melalui situs website ataupun aplikasi belanja
online. Perdagangan melalui online disebut sebagai e-commerce. Pengertian e-
commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan
barang atau jasa dengan menggunakan media online.? Menurut Jony Wong
pengertian dari e-commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran
barang serta jasa melalui sistem elektronik.® Transaksi e-commerce yang

terjadi di dalam masyarakat juga meliputi kegiatan jual beli yang dilakukan

! Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, PT.Elex Media
Komputindo,Jakarta, 2001, him.33.

2 Evi

Retnowulan dan Regina Hernani, Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online, Jurnal Hukum,

Vol. XIX, No.19 (Oktober 2010), him. 18.
3 Jony Wong, Internet Marketing for Beginners, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, him.

33.



melewati batas-batas wilayah.* Kegiatan dalam e-commerce meliputi
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem
elektronik seperti internet, televisi, situs website dan lainnya. E-commerce
berkembang di masyarakat sebagai dampak dari adanya perkembangan
teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet khususnya di

Indonesia.®

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai
PP PMSE) menyebutkan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang
selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan
melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sedangkan Pasal 1
angka 3 PP PMSE menyebutkan yang disebut sebagai sistem elektronik adalah
serangkaian  perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi
elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perdagangan secara online (e-

commerce) dapat disebut sebagai perdagangan melalui sistem elektronik.

Di Indonesia, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia (APJII), pada akhir tahun 2018 pelanggan internet di
Indonesia mencapai 171,71 juta orang. Dibanding dengan tahun 2017,

pertumbuhan pengguna internet di Indonesia naik 10.12 persen.® Dalam bidang

4 Angga Riandra Siregar dan Guna Yanti Kemala Sari Siregar Pahu, Pengakuan Transaksi
Elektronik (E-commerce) Dalam Kerangka Hukum Perikatan Dan Kerangka Pembuktian,
Keadilan Progresif Volume 8, Nomor 2, September 2017, him.119.

° Rifan Adi Nugraha, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online,
Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02 (Agustus 2014-Januari 2015), him. 9.

& APJJI 2018, Survei APJII yang Ditunggu-tunggu, Penetrasi Internet Indonesia 2018, diambil dari
https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI40Mei2019.pdf, diakses tanggal 25 Juli
2019.
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perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas
bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Berbeda dari proses
jual-beli yang merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), bahwa e-commerce pada
dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan
inovasi.” Melalui transaksi online cukup dengan mengakses situs-situs yang
menawarkan barang yang dibutuhkan, konsumen sudah dapat memilih dan
membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan, hal ini membuat
kegiatan berdagang menjadi lebih efisien dibandingkan dengan membeli secara

langsung ke toko/gerai.

Pembelian melalui media online pada aplikasi belanja online pada saat ini
menjadi pilihan masyarakat karena memiliki keunggulan, antara lain lebih
praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapan pun selama memiliki koneksi
internet. Dampak dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi
informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen
menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan barang yang akan
dipilihnya. Konsumen memiliki akses yang lebih besar pada bermacam-macam
barang. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif
dalam memudahkan pemasaran barang sehingga dapat memotong jalur

distribusi yang akan berakibat pada penghematan biaya serta waktu.

Sebaliknya, karena kedua belah pihak tidak bertatap muka maka kemungkinan
lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama.
Dampak negatif yang dihasilkan dari transaksi melalui media online cenderung

merugikan konsumen. Hal-hal yang merugikan konsumen diantaranya

7 Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-
Commerce, Jurnal llmu Hukum Vol. 4, No. 2, 2014, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau,
him. 290.



berkaitan dengan kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang
dijanjikan oleh pelaku usaha, waktu pengiriman tidak sesuai dengan waktu
yang telah disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadi
kerusakan dan keterlambatan. Permasalahan lain yang seringkali terjadi dan
sangat merugikan konsumen yaitu barang yang dipesan tidak dapat berfungsi

sebagaimana mestinya.

Dari segi permasalahan hukum, pengaturan mengenai penjualan online melalui
e-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Namun dalam pelaksanaanya
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP No. 82/2012) dan
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PP PMSE). Namun peraturan perundang-undangan ini
secara khusus belum dapat digunakan sebagai dasar menangani penyelesaian
apabila terjadi sengketa dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Hal tersebut
membuat kedudukan konsumen e-commerce memiliki posisi tawar
(bargaining position) yang lebih rendah dibandingkan produsen karena
kurangnya perlindungan untuk konsumen. Lemahnya posisi konsumen
seringkali menjadi objek aktivitas untuk memperoleh keuntungan sebesar-
besarnya dari produsen, sehingga keseimbangan yang diharapkan dari proses

jual beli tidak tercapai.

Untuk itu pemerintah Negara Republik Indonesia dalam upaya memberikan
perlindungan terhadap konsumen telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UU PK.
Dalam UU PK memuat pengertian mengenai perlindungan konsumen pada

Pasal 1 ayat 1, yaitu:



“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen.”
Undang-undang ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam hal
perlindungan konsumen e-commerce dengan tujuan menciptakan sistem
perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Substansi
dalam peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan
terhadap pihak yang melakukan transaksi e-commerce, sehingga konsumen
dapat berlindung pada aturan ini. Apabila terjadi sengketa antara konsumen
dengan pelaku usaha, UU PK telah memberi ruang kepada konsumen untuk
menuntut hak-haknya yang telah dilanggar. Sesuai dengan Pasal 4 UU PK
disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut. Artinya bahwa konsumen e-commerce memiliki hak untuk mendapat
upaya penyelesaian sengketa atas kerugian yang dialami dari transaksi e-
commerce. Selain itu Pemerintah baru saja membentuk suatu peraturan baru
yang secara khusus mengatur mengenai e-commerce yaitu PP PMSE. PP
PMSE ini juga dapat dijadikan dasar bagi konsumen untuk menuntut pelaku

usaha yang melanggar haknya.

Pada umumnya aplikasi belanja online memiliki terms and condition (syarat
dan ketentuan) yaitu merupakan bentuk perjanjian elektronik antara e-
commerce dengan konsumen yang mengatur syarat dan ketentuan penggunaan
situs seperti ketentuan hak cipta, pengembalian barang/dana (refund), serta
pembayaran. Pada umumnya sistem pembayaran pada aplikasi belanja online
menggunakan sistem pembayaran escrow atau dikenal sebagai rekening

bersama. Sistem transaksi menggunakan rekening bersama berarti uang yang



dibayarkan untuk belanja online, ‘dititipkan’ terlebih dahulu ke pihak ketiga
hingga semua transaksi selesai. 'Selesai' di sini maksudnya adalah konsumen
puas dengan barang yang diterima dari penjual. Karena konsumen sudah puas,
maka pembeli akan memberi sinyal ke pihak ketiga untuk mengirimkan
pembayaran kepada penjual.® Apabila konsumen merasa tidak puas dengan
barang yang diterima dapat meminta pengembalian berupa dana atau
penggantian barang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU
PK vyang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam transaksi jual beli online misalnya dalam aplikasi Bukalapak terdapat 4
pihak antara lain penjual atau disebut sebagai pelapak sebagai pelaku usaha,
pembeli sebagai konsumen, pihak Bukalapak sebagai pelaku usaha serta pihak
ekspedisi. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi. Seperti misalnya bagi penjual atau pelapak berkewajiban untuk
menyediakan informasi yang benar mengenai barang yang dijual, sedangkan
haknya adalah mendapatkan uang atas barang yang dijual. Sedangkan pembeli
memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah harga atas barang yang dibeli,
sedangkan haknya adalah untuk mendapatkan barang sesuai dengan infomasi
yang diberikan oleh penjual atau pelapak. Setiap hak dan kewajiban telah diatur

dalam perjanjian elektronik tersebut secara jelas.

Ketentuan mengenai prosedur pengembalian pun telah diatur di dalam
perjanjian elektronik baik yang terdapat dalam situs belanja online ataupun

aplikasi belanja online. Salah satunya dalam aplikasi jual beli online Shopee,

8 Timothy Pawiro, Sekarang Belanja Online Lebih Aman atau Tidak?, diambil dari
https://www.kompasiana.com/timowp/586799f35393734407dc4bal/sekarang-belanja-online-
lebih-aman-atau-tidak?page=all, diakses pada 25 Juli 2019.
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prosedur pengembalian barang diatur secara jelas pada bagian ’Pusat Bantuan’.
Maka ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan keterangan atau tidak
dapat berfungsi, konsumen dapat melakukan prosedur pengembalian yaitu
dengan cara mengisi formulir pengembalian seperti yang telah tercantum
dalam perjanjian baku antara Shopee dengan pembeli. Berbeda halnya pada
aplikasi jual beli online Bukalapak. Pada aplikasi Bukalapak prosedur
pengembalian barang/dana setelah barang sampai, diatur dalam ‘Tanya Jawab’
yang terdapat dalam aplikasi atau website. Namun pada prakteknya prosedur
pengembalian barang ketika barang yang sampai ke tangan konsumen tidak
sesuai atau tidak berfungsi, tidak dapat dilakukan sesuai seperti yang tertulis
sebelumnya dalam perjanjian elektronik antara Bukalapak dengan pembeli.

Pada aplikasi Bukalapak tertulis bahwa dalam transaksi pembelian pembeli
diharapkan melakukan dokumentasi pembukaan paket saat menerima paket
yang dikirimkan Pelapak. Kemudian pengembalian dana atau barang dapat
dilakukan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penjual dan barang
tidak sesuai dengan deskripsi dengan mengikuti langkah-langkah yang telah
tercantum dalam perjanjian baku antara Bukalapak dengan pembeli. Pembeli
dapat mengajukan penggantian barang atau pengembalian dana atau
penambahan barang. Dalam hal ini pembeli mengajukan pengembalian berupa
penggantian barang. Apabila pembeli telah memilih langkah tersebut, pembeli
diminta untuk mengikuti prosedur penggantiannya (terlampir). Namun pada
kenyataannya prosedur yang harus ditempuh oleh pembeli ketika meminta
penggantian barang tidak sesuai dengan yang telah tertulis sebelumnya dalam

perjanjian elektronik antara Bukalapak dengan Pembeli.

Penggantian barang oleh konsumen harus disertai dengan video yang kemudian

harus di upload ke Youtube. Pada kondisi tersebut, kemungkinan terjadinya



sengketa antara pihak Bukalapak dengan konsumen sebagai akibat dari
prosedur penggantian barang yang tidak sesuai harus diselesaikan.
Penyelesaian sengketa diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk
menjamin tidak terulangnya lagi kerugian yang diderita konsumen.® Dalam hal
terjadinya sengketa antara pembeli dan penjual dalam berbelanja online
terdapat kebijakan dari aplikasi jual beli online itu sendiri dalam membantu
penyelesaian sengketa.

Jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi
melalui aplikasi jual beli online khususnya mengenai prosedur pengembalian
barang/dana (refund) diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen.
Apabila hal tersebut terabaikan maka dapat dipastikan akan terjadi pergeseran
efektivitas transaksi e-commerce dari falsafah efisiensi menuju ke arah
ketidakpastian yang akan menghambat upaya pengembangan pranata e-

commerce.

Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana perlindungan konsumen atas ketentuan standar pengembalian
barang yang ditetapkan oleh aplikasi belanja online berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul akibat komplain yang
diselesaikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh aplikasi

belanja online?

® Ahmad Syafiqg, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (E-

Commerce), Program Magister IImu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, him. 125.
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3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian

yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisa perlindungan terhadap konsumen atas
pelaksanaan prosedur komplain yang dilakukan tidak sesuai dengan
ketentuan.

2. Mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa atas komplain yang
disampaikan konsumen kepada pelaku usaha yang diselesaikan tidak

sesuai dengan ketentuan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

4.1.Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran yang berarti bagi
pengembangan ilmu  hukum khususnya dalam bidang Hukum
Perlindungan Konsumen yang mencoba membuktikan bahwa kemajuan
teknologi dalam perdagangan akan berkonsekuensi terhadap hukum yang
diterapkan (Hukum Positif).

4.2.Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berarti dalam
kalangan praktisi dalam melakukan aktivitas e-commerce di Indonesia
baik dalam skala perdagangan nasional maupun internasional. Diharapkan
juga dapat menambah referensi serta masukan bagi para legal drafter
dalam melakukan penataan dan pembentukan peraturan perundang—
undangan yang berhubungan dengan e-commerce sebagai model

perdagangan baru yang didukung oleh kemajuan teknologi.



5. Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji isi peraturan-
peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum

normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu:°

e Penelitian terhadap asas-asas hukum.

e Penelitian terhadap sistematika hukum.

e Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal
maupun horisontal.

e Penelitian terhadap perbandingan hukum.

e Penelitian terhadap sejarah hukum.

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel
atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data
yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data
yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau primary
data dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau

secondary data.

Penulis memilih metode penelitian yuridus normatif dikarenakan dalam
menjawab permasalahan mengenai perlindungan konsumen berdasarkan
UU PK terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam transaksi
Bukalapak memerlukan pengkajian kepada peraturan-peraturan hukum
lain yang terdapat dibawahnya seperti peraturan pemerintah, serta
peraturan-peraturan lain yang terdapat di hirearki peraturan perundang-

undangan mengenai perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum., Ul., 1984, him. 15.
1d, him. 11.
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konsumen, dan doktrin atau pendapat-pendapat para ahli yang terpercaya
sehingga penulis dapat menemukan jawaban bagaimana penyelesaian
sengketa konsumen yang timbul akibat komplain yang diselesaikan tidak
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bukalapak dan bagaimana

perlindungannya bagi konsumen.

Berdasarkan hal tersebut jenis data yang akan digunakan dalam melakukan
penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi
kepustakaan, dokumen, dan laporan yang ada hubungannya dengan
masalah yang diteliti. Data-data tersebut sementara terdiri dari:

5.1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,?
maka dalam penelitian ini terdiri dari Norma atau kaidah dasar,
Peraturan dasar, Pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan
perjanjian atau kontrak dan peraturan-peraturaan terakit lainnya,
Prinsip-prinsip/asas-asas hukum perjanjian Indonesia, dan hukum
kebiasaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan
Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik.

121d, him. 52.

11



d. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksaan Tugas dan Wewenang
BPSK.

5.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan
memahami bahan hukum primer,® seperti hasil-hasil penelitian,
laporan-laporan penelitian, artikel, majalah, dan jurnal ilmiah, hasil-
hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan
penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini antara lain;

a. Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online, Vol. XIX, No.19, Jurnal
Hukum, Evi Retnowulan.

b. Pengakuan Transaksi Elektronik (E-commerce) Dalam Kerangka
Hukum Perikatan Dan Kerangka Pembuktian, Vol. 8, No. 2,
Keadilan Progresif, Angga Riandra Siregar dan Guna Yanti
Kemala Sari Siregar Pahu.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi
Online, Vol. 08, No. 02, Jurnal Serambi Hukum, Rifan Adi
Nugraha.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-
Beli Melalui E-Commerce, Vol. 4 No.2, Jurnal lImu Hukum, Setia

Putra.

5.3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup
bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta
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bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang

diperlukan dalam penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu:

e BAB I Pendahuluan
Berisi gambaran mengenai kebutuhan masyarakat akan transaksi yang
dilakukan melalui aplikasi jual beli online. Maka pemerintah memberikan
perlindungan terhadap konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab ini penulis akan
memaparkan (1) latar belakang dilakukannya penelitian ini; (2) rumusan
masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan
berdasarkan latar belakang; (3) tujuan dan manfaat penelitian; (4) metode
penelitian yang memuat metode yang akan digunakan untuk meneiliti
permasalahan dalam penelitian ini: serta (5) sistematika penulisan yang

memuat kerangka penulisan setiap babnya.

e BAB Il Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen,
Perjanjian Baku, E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai hak dan kewajiban
pelaku usaha dan konsumen, bagaimana perlindungan terhadap konsumen
serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Penulis juga akan
memaparkan dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen

dalam penyelesaian sengketa.
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BAB Ill Tinjauan Umum Mengenai Standar Prosedur Komplain
Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai praktek mekanisme
penyelesaian komplain oleh aplikasi jual beli online yang terdapat pada

beberapa situs online dengan konsumen.

BAB IV Analisis Perlindungan Konsumen Atas Prosedur
Pengembalian Barang Yang Ditetapkan Oleh Aplikasi Jual Beli
Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Pada bagian ini akan menganalisis mengenai bagaimana situs dan aplikasi
jual beli online di Indonesia dalam menerapkan klausula baku dalam
penyelesaian komplain yang diajukan oleh konsumen dibandingkan

dengan prakteknya.

BAB V Penutup

Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya yang telah dibahas guna menjawab serta menjelaskan masalah
hukum yang terdapat dalam rumusan masalah. Serta penulis akan
memberikan saran yang merupakan ide untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada dalam penelitian.
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